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PRINSIP DAN FAKTOR YANG HARUS DIPERHATIKAN
DALAM PEMBUATAN KONTRAK

OlehFatma Paparang, SH, MH
(dosen pada Fakultas Hukum UNSR.AI Manado)

A. PENDAHULUAN
Dalam pcmbuatan, penyusunan

atau perancangan kontrak ya g

merujuk kepada suatu pemikiran akan
adanya suatu keuntungan koinersial
yang diperoleh kedua belah pihak,
biasanya dalam suafu kontrak berawal
dari suatu berbagai kepentingan
antara para pihak (menyangkut
komersial). Perut.nusan hubungan
kontrak tersebut pada umumnya
ditengarai/ditandai dengan proses
negosiasi yang clilakukan oleh para
pihak atau kuasanya.

Perancangan kontrak merupakan
proses atau cara unfuk merancang
kontrak. Merancang kontrak adalah
mengatur dan merencanakan strukfur,
anatomi, dan substansi kontrak yang
dibuat oleh para pihak.

Dalam pembentukan kontrak
harus berpegang pada kepercayaan
yang mengandung pengertian bahwa
setiap orang akan mengadakan
kontrak akan memenuhi setiap
prestasi yang diadakan/disepakati
diantara para pihak, antara lain:

1. Kepercayaan
2. Adanya Persamaan Hukum
3. Adanya keseimbangan
4. Kepastian hukum
5. Bermoral
6. Adanya kepatutan
Dalam pembenfukan suatu

kontrak banyak para ahli
menyampaikan pendapatnya antara
lain Hikmakanto Juwana

mengemukakan bahwa " di
pembuatan kontrak paling tidak h
melalui tahapan sebagai ber

kesepakatan para pihak, pembu
kontrak, p,enelahaan kon
negosiasi pembuatan/rancal
kontrak, penandantanganan kon
pelaksanan dan sengketa bila terja,

Guna mettujudkar-r prestasi '

hendak dicapai oleh para t.
dengan nlen)/atukan berl
perbedaarr yang ada, sedapat mun
dituangkan rnelalui mekar-i

hubungan kontrak secara adil
seimbang.

B. PERUMUSAN MASALAH
Penulis dapat menga

beberapa permasalahan sel

berikut:
1. Bagaimana dasar atau Pr

yang harus diperhatikan d
pembuatan kontrak?

2. Faktor-faktor apakah yang l
diperhatikan dalam pembt
kontrak?

C. METODE PENELITIAN
Dalam penelihan ini pe

menggunakan pendekatan pene

yuridis normatif atau h

menyebutnya dengan 'Pene

hukum'.

23Hikmakanto Juwana,
Perancangnn Kontrnk, Nlodul I s/<

STIHAL IBLA\1, Iakarta, hal.6.
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Adapun bahan-bahan atau data- berbunyi: "perjanjian adalah suatui : .. dihimpun atau diambil dari perbruiun a".,gur-r mana satu pihak{ 'rustakaan, bahan-bahan hukum atau lebih irengikatkan aoir,fu
':'g bersifat primeir maupun bahan- terhadap satu orang"atau lebih,,.E

: '-ran hukum atau data-dita hukum oeirnrsi pe4ainlian daram pasal,rg bersifat sekundair sebagai 1313 ini adalah:
-:rber data antara rain: berbentirk 7. tidak jelas, karena setiap' --i, 11 literatur, jurnaf artikel, perbuatan dapat disebut:, :aturan perundang_undangan, perjanjian,:. alah, yurisprudensi, brosur yang 2. tidak tampak asas-: ait dengan judul yang dibahas dan konsensualisme, dan: .:aiisis. 3. bersifat dualisme.

Selanjutnya dari berbagai bahan_ Tidak jelasnya definisi ini'-'n hukum'atau data-data hukum disebabkan autu*'.r^rru. tersebut
' 
-: terhimpun laru dip,ah sesuai hllyu disebutkan perbuatan saja.' 

'| 
- .rn kebutuhan penelitian dan Maka yang bukan perbuatan hukum" ":r; akhirnya dilakukan anarisa, pun disebu"t dengan pe4anjian. Untuk-..-in demikian hasilnya guna gertian itu maka- : L.anfu dalam penyusunan am doktrin. Jadi,'" lahasan yang dituangkan dalam (teori lama) ya.g

' -.:n pembahasan. 
adalah: ,,perbuatan

. hukum berdasarkan kata sepakatTinjauan Pustaka untuk menimbulkan akibat hukum,,.26Pengertian Kontrak Kontrak atauPengertian istilah kontrak atau merupakan: 
pellan)lan

:*:-:ujuan (contract or agreeruent) ,,Hubungan hukum antara*.- r liatur dalam Buku III Bib Kedua
- perdata 

1uw1-i.,ao,esia, sama ::"fL, frtl 
^Jfff, ;#lain dalam bidang harti

kekayaan, di mana subjek
hukum yang satu berhak atas
prestasi dan begitu juga subjek

, .- ia disebut ooerettscontstretclml.2a 
hukum yang lain

. :ngertian perjanjian atau 
berkewajiban untuk

"-::i. diatur pasal 1313 KUH"-::--a pasal 1313 KUH perdata 2s Subekti R dan R. Tjirrosudibio,

_ 7994.. Kitab undnng_unaang Hukum pertlata,

:. Lawrence ,.;;;. , 2007. 
Pradnyaparamita,lakarra' ha,.213.

- - .:-. Lmo An lntroductiotr, terjemahan Wiwiek- - - Sasuki, Tata Nusa, Jakarta, hal. Kontrak

3e I uKrrA vor Xrr *.. , orlT,i?'ri+ - lanuari zors



melaksanakan prestasinya
sesuai dengan yang telah
disepakatinya."zz

Menurut R. Subekti: "Perjanjian
adalah suatu peristiwa di mana ada
seorang berjanji kepada seorang lain
atau dua orang itu saling berjanji
untuk melaksanakan suatu hal".78

Hubungan kedua orang yang
bersangkutan mengakibatkan
timbulnya suatu ikatan yang berupa
hak dan kewajiban kedua belah pihak
atas suatu prestasi. Menurut M. Yahya
Harahap: "suatu perjanjian adalah
suatu hubungan hukum kekayaan
antara dua orang atau lebih, yang
memberikan kekuatan hak pada suatu
pihak untuk memperoleh prestasi dan
sekaligus mewajibkan pada pihak lain
untuk melaksanakan prestasi."2e

Dari beberapa pendapat pakar
hukum tentang pengertian
kontrak/perjanjian di atas, dapat
dipahami bahwa kontrak berisikan
janji-janji yang sebelumnya telah
disetujui, yaitu berupa hak dan
kewajiban yang melekat pada para
pihak yang membuatnya dalam
bentuk tertulis maupun lisan. |ika
clibuat secara tertulis, kontrak itu akan
lebih berfungsi untuk menjamin
kepastian hukum.

Pasal 1313 BW memberikan
rumusan tentang kontrak atau
perjanjian adalah "Suatu perjanjian

adalah suatu perbuatan dengan m
satu orang atau lebih mengikat
dirinya terhadap satu orang lain a

lebih".30
Pengertian kontrak a

perjanjian yang dikemukakan p

ahli tersebut melengkapi kekuranl
definisi Pasal 1313 BW, sehin
secara lengkap pengertian konl
atau perjanjian adaiah perbua
hukum, dimana satu orang atau le

mengikatkan dirinya atau sal

mengikatkan dirinya terhadap s

orang atau lebih.

2. Langkah-langkah Awal Dal
Pembuatan Kontrak
Salah satu tahap y

menenfukan dalam pembua
kontrak, yaitu tahap penyusu
kontrak. Penyusunan kontrak ini pt
ketelitian dan kejelian dari para pil
Karena, apabila keliru di da
pembuatan kontrak maka a

menimbulkan persoalan di da
pelaksanaannya.

Menurut Munir Fuady: "kon1

merupakan sarana bagi para pi
untuk mengadakan komunikasi
arah yang dirancang unfuk mencz

kesepakatan sebagai akibat ada
perbedaan pandangan terha
sesuatu hal dan dilatarbelakangi <

kesamaan/ ketidaksam

ztlbid,hal.27 3oTe4en.rahan BW dalam Bal
28 R. Subekti, -1984. Aneka Indonesia merujuk pada hasil terjen'rz

Perjanjian, PI. Alumni, Bandung, hal. 1 Subekti dan Tjitrosudibio, Kitab Und
2e M. Harahap, Segi-segi Hukum Undang Hukum Perdata, Pradnya Parar

Perikatan, PT. Alumni, Bandung, hal. 3 Jakarta. 1980
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kepentingan di antara mereka,,.3t
Dalam penyusunan atau

pembuatan kontrak yang disebut
iangkah awal atau dalam dunia usaha
.ebih dikenal dengan ,negosiasi,,

:iasanya memuat hal-hal perpaduan,
:enekanan pada pentingnya
:emisahan antara orang dan masalah,
:remfokuskan paria permasalahan dan
:ilihan dari kedua belah pihak. Hal ini
arus mengacu kepada perafuran

::rundang-undangan obyektif,
r,engikuti nilai pasar yang mudah
: lterima oleh semua pihak.

Dalam setiap proses negosiasi.rntrak sasaran atau fujuan para
:-hak sebenarnya hanya safu yaitu
:tuk mencapai kata sepakat.

Hal
.. dalam

ntrak
. ,.ntrak yang,dibuat memuaskan para
-:,ak dan para pihak iku.,

- =laksanakan kontrak itu. pada
-:rumnya, masyarakat bisnis jarang
-ranggapan bahwa kontrak itu tidak

- --aksanakan dan salah satu pihak
- =ianggar kontrak. Sebagian 

-besar

rtrak, baik yang bersifat domestik
j upun internasional, dipenuhi.
,lmsr pertama tersebut sebenarnya
=:upakan suafu kelanjutan dari-inya asumsi bahwa para pihak
:randatangani kontrak karena
: rlarg benar-benar ingin melakukan
.:is dan bukan ingin berperkara di. gadilan. Namun demikian, perlu

adanya rvanprestasi atau tidak dapat
dilaksanakannya obyek kontrak. Apa
yang harus dilakukan oleh pihak lain
apabila salah satu pihak menlang
melakukan wanprestasi atau apa
upaya yang ditempuh pihak yang
menderita kerugian akibat tidak dapat
dilaksanakannya obyek kontrak.
Dalam perjalanan transaksi mungkin
saja terjadi perbedaan penafsiran akan
isi kontrak. Hal-hal itu akan
menyebabkan terjadinya konflik di
antara para pihak. Untuk
mengantisipasi masalah-masalah
itulah dibuat kontrak.

Dalam mempersiapkan kontrak
perlu diingat dua prinsip dalam
hukum kontrak yaitu para pihak bebas
untuk memperjanjikan apa yang
mereka inginkan (tentunya harus
sesuai dengan undang_undang,
kesusilaan, dan ketertiban umum) dan
sekali mereka sepakat, kontrak ifu
berlaku, mengikat sebagaimana
undang-undang-:z

E. PEMBAHASAN
1. Dasar atau Prinsip yang Harus

Diperhatikan Dalam pembuatan
Kontrak
Dasar atau prinsip dalam

perancangan atau pembuatan kontrak
apakah itu kontrak dalam masvarakat

dasar atau prinsip yang harus
diperhatikan di dalam merancang

32Simamora y. Sogar, 2005. prinsip
Htkum Kontrak, Unair, Surabaya, hal. 14

-:rtimbangkan kemungkinan

-31Munir 
Fuady, 2002. pengantar

.rr Bisnis. Citra Aditya Bakti, Bandung,
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kontrak.
Dalam penyusunan atau

pembuatan kontrak atau perjanjian,
dalam Hukum Perdata dikenal
beberapa prinsip dasar yang harus
diterapkan dalam penyusunan
kontrak sehingga akan terhindar dari
unsur-unsur yang dapat merugikan
para pihak pembuat suatu kontrak
yung mereka sepakati. 'i)asar atau

prinsip dan klausul dalam kontrak
dimaksud adalah sebagai berikut.

Peter Mahmud irgu
mengemukakan bahwa ada dua
prinsip yang harus diperhatikan di
dalam mempersiapkan kontrak, yaitu
(1) beginselen der contractnijlrcidatau
party autononry, dan (2)

pactasuntseraanda.33

Be ginselen der contractsurijheidatau
party mttononty, yaitu para pihak

- bebas untuk memperjanjikan apa yang
mereka inginkan, dengan syarat tidak
bertentangan dengan undang-undang,
ketertiban umum, dan kesusilaan.
Untuk
menghindari ketidakjelasan maksud
para pihak, maka langkah pertama
yang
mesti dilakukan oleh para pihak, yaitu
menjelaskan sejelas-jelasnya kepada
mereka yang terlibat dan bertugas di
dalam melakukan
Sementara

transaksi

itu, kewajiban pertama perancang
kontrak adalah menginformasikan
atau mengkomunikasikan kepada
klienn-,a apakah yang telah
dirumuskannya tersebut sudah sesuai

13 Peter Mahmud, Op-cit, hal.77-
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dengan keinginan kliennya.
Di dalam Buku III KUH Perd

dikenal lima macam asas huku
yaitu asas kebebasan berkontrak, al

konsensualisme,
p ac t asun t s e ru an da(as as

ai

kepast
hukum), asas itikad baik, dan ar

kepribadian. Dari kelima asas hukr
itu, yang mempunyai hubungan Ya

sangat erat dengan perancang

kontrak adalah asas kebebal
berkontrak dan n

pactasuntseroanda(asas kepast
hukum).

M. Isnaeni menyebut beberz

azas sebagai tiang penyangga Hukr
Kontrak, yaitu azas kebebal
berkontrak yang berdiri sejajar denp

azas-azas lain berdasar proporsi ya

berimbang, yaitu:
a. azas pactnsuntseruanda,
1o. azas kesederajatan,
c. fizas priaity of contract,
d. azas konsensualisme, dan
e. azas itikad baik.3a

Dalam seminar tentang Reforn

Kitab Undntrg-Undang Hukuru Perda

yang diselenggarakan oleh Bac

Pengembangan Hukum Nasio
(BPHN) pada tahun 1981 dinyatal
bahwa undang-undang kontrak yr
baru akan dibuat berlandaskan pi
azas-azas berikut.

a. azas kebebasan un
mengadakan kontrak,

3alsnaeni, "Hukum Perike

Dalam Era Perdagangan Bebas", Pelatt

Hukum Perikatan Bagi Dosen dan Prak

Fakultas Hukum Univers
Airlangga, Surabaya, 6-7 September 2i

hal. 5

Agustus 2014 - Januari 2015
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b. azas menjamin perlindungan
bagi kelompok-kelompok
ekonomi lemah,

c. azas itikad baik,
d. azaskeselarasan,
e. azaskesusilaan,
f. azas kepentingan umum,
g. azas kepastian hukum,
h. azas pactasuntseroandn.3s

Terkait dengan azas-azas hukum
kontrak sebagaimana tersebut di atas,
cara sarjana memberi porsi perhatian

, aitu:
a. Dasar atau prinsip kebebasan

berkontrak_
b. Dasar atau prinsip

konsensualisme.
c. Dasar atau Prinsip

pnctasuntsentandn.
d. Dasar atau prinsip itikad baik.
Azas-azas hukum itu berfungsi

.-bagai pembangun sistem, dan lebih
rlut azas-azas itusekaligus
:mbenfuk sistem "check ail balanie,,.
l=lalui pendekatan ini, ada tujuan
:ng diemban yaitu agar tercipta
-rtu hubungan kontraktual yang

:'.-:porsional antara para pelaku
s.ris, dapat dijelaskan sebagai

: rikut.

3s Tim Pengembang Hukum. romi (ELIPS) Model pengembangan
-. .rm Ekonomi, proyek ELIPS, Jakaita,

1. Dasar atau prinsip Kebebasan
berkontrak

' Dasar atau prinsip kebebasan
berkontrak merupakan azas yang
menduduki posisi sentral di dalam
hukum kontrak, meskipun azas ini
tidak dituangkan menjadi aturan
hukum na-mun mempunyai pengaruh
yang sangat kuat dalam hubungan
kontraktual para pihak.

Kebebasan berkontrak pada
dasarnya merupakan perwujudan dari
kehenclak bebas, pancaran hak azasi
manusra yang perkembangannya
dilandasi semangatliberalisme yang
mengagungkan kebebasan individu.

Buku III BW menganut sistem
terbuka, artinya hukum (i.c. Buku III

Berbeda dengan pengaturan Buku II
BW tertutup
atau na para
piha aturan-
aturan yang ada di dalam Buku II BW
tersebut.

2. Dasar atau Prinsip Konsensualisme
Prinsip konsensualisme

431 UKITA Vol XII No. 2

mempunyai hubungan yang erat
dengan azas kebebasan berkontrak
dan azas kekuatan mengikat yang
terdapat di dalam Pasal 133g (1) BW.
Hal ini sedasar dengan pendapat
Subekti yang menyatakan bahwa azas
konsensualisme terdapat dalam pasal
7320 jo 1338 BW. pelanggaran

Agustus 2014 - Januari 2015



terhadap ketentuan ini akan

mengakibatkan perjanjian itu tidak
sahdan juga tidak mengikat sebagai

undang-undang. Sementara Purwahid
menggarisbawahi bahwa perjanjian
yang dibuat itu pada umumnya bukan
secara formil tetapi konsensual,
artinya perjanjian itu selesai karena
persesuaian kehendak atau consensus

semata-mata.36
Dasar atau prinsip

konsensualisme sebagaimana terdapat
dalam Pasal 7320 BW (angka 1)

kesepakatan dimana menurut prinsip
ini perjanjian itu telah lahir cukup
dengan adanya kata sepakat. Disini
yang ditekankan adalah adanYa

persesuaian kehendak sebagai inti dari
hukum kontrak Prinsip
konsensualisme merupakan "ruh" dari
suatu perjanjian.

3. Dasar atau Prinsip Pacta Sunt

Seruanda

Dalam perspektif BW daYa

mengikat kontrak dapat dicermati
dalam rumusan Pasal 1338 (1) BW
menyatakan bahwa, "senuta perjanjian
yang dibuat secorn sah berlaku sebagai

wrdang-undurg bagi ruereka Yafl7
ruenrbuatnyn". Pengertian berlaku
sebagai undang-undang bagimereka
yang membuatnya menunjukkan
bahwa undang-undang sendiri
mengakui dan menempatkan Posisi
para pihak dalam kontrak sejajar

dengan pembuat undang-undang.
Kekuatan mengikat dari

perjanjian yang muncul seiring dengan
prinsip kebebasan berkontrak

36Purrvahid Patrik, Op-cit, hal. 66.
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merupakan manifestasi Polr
hubungan manusia Yan;
mencerminkan nilai-nilai kepercayaal
didalamnya.

4. Dasar atau PrinsiP Itikad Baik
Terkait dengan daYa mengikatnY

perjanjian berlaku sebagai undang

undang bagi para Pihak Yan
membuatnya,pada 

-situasi tertent
daya berlakunya dibatasi, antara lai
dengan itikad baik.

Pasal 1338 (3) BW menYataka
bahwa, "Perjanjian-perjanjian haru

dilnksanakan dengnn itiknd baik." Ap
yang dimaksud dengan itrkad bai
perundang-undangan tida
memberikan definisi yang tegas da
jelas. Dalam Kamus Besar Bahas

Indonesia, yang dimaksud denga
'itikad' adalah kepercayaan, keyakina
yang teguh, maksud, kemauan (Yan

baik).az Dalam Kamus Hukur
Fockema Andrea dijelaskan bahw
" goedetrotno" adalah maksur
semangat yang meniiwai para peserl

dalam suafu perbuatan hukum ata

tersangkut dalam suatu hubunga
hukum. Wirjono Prodjodikol
memberikan batasan itikad ba.

dengan istilah "dengan iujur" ata

"secara jujur".
Pasal 1338 ayat (3) BW Pa(

umumnya selalu dihubungkan denge

Pasal 1339 BW, bahwa "Persettrjtu

tidak hanya nrcngikat npa yang dengr

tegas ditentukan di dnlanutya, ndainkt
jrgn segala sesttatu yaflg fircrLurut sifattt.

persetujuan ditturtttt berdnsarkr

37 Kamus Besar Bahasa Indones

Op-cit,hal.369.
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. ; n dilnn, kebiasaan atau undang-undang.

l. Faktor-faktor Yang Harus
Diperhatikan Dalam Pembuatan
Kontrak

Dalam pembuatan kontrak atau
-j.rancangan kontrak merupakan
.rtentuan hukum yang diatur dalam
:.UHPerdata, berdasarkan Stb 1848
-'erlakunya KUHPerdata berdasarkan
..:s konkordansi). Ketenfuan hukum
:ng mengatur tentang pembuatan

, :rtrak atau perancangan kontrak di
,.-arn KUHPerdata antara lain sebagai
,,:ikut : dalam Buku III KUHPerdata,
: -Pn1 pengaturan Buku III KUH
.:lata adalah sistem terb.oka (open
. , ru). Artinya setiap orang bebas
.uk mengadakan perjanjian, baik

, { sudah diatur maupun yang
-rm diatur di dalam undang-

-:ang. Hal ini dapat disimpulkan
,:; ketenfuan yang tercanfum dalam
-,:1 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang
.':-unyi: "Semua perjanjian yang

- uat secara sah berlaku sebagai
;ang-undang bagi mereka yang
.: buatnya".38

ialim HS, menyebutkan bahwa:
.ntuan Pasal 1338 ayat (1) KUH'::ta memberikan kebebasan
. -la para pihak untuk:

membuat atau tidak membuat
p.erjanjian;

- mengadakan perjanjian dengan
slapa pun;
menentukan isi perjanjian,
relaksanaan, dan
:ersyaratannya;

- atenentukan benfuknya

Subekti, Op Cit,halr 78
45 | UKITA Vol XII No

peryan;ian, yaitu tertulis atau
lisan.3e

Adapun latar belakang lahirnya
setiap orang bebas mengadakan
perjanjian atau lebih dikenal dengan
kebebasan berkontrak adalah:

Menurut paham individualisme,
setiap orang bebas untuk memperoleh
apa yang dikehendakinya. Dalam
hukum kontrak asas ini diwujudkan
dalam "kebebasan berkontrak". Teori
laissez faire ini mengang gap bahwa " the
inaisible lnnd" akan menjamin
kelangsungan jalannya persahgan
bebas, karenanya pemerintah sama
sekali tidak boleh mengadakan
intervensi di dalam kehidupan (sosial
ekonomi) masyarakat. Paham
individualisme memberikan peluang
yang luas kepada golongan ekonomi
kuat untuk menguasai golongan
ekonomi lemah. Pihak yang kuat
menentukan kedudukan pihak yang
lemah. Pihak yang lemah berada
dalam cengkeraman pihak yang kuat.

Pada akhir abad ke-19, akibat
desakan paham-paham etis dan
sosialis, paham individualisme mulai
pudar, terlebih-lebih sejak berakhirnya
Perang Dunia II. Paham ini tidak
mencerminkan keadilan. Masyarakat
ingin pihak yang lemah lebih banyak
mendapat perlindungan. Oleh karena
itu, kehendak bebas tidak lagi diberi
arti mutlak, akan tetapi diberi arti
relatif dikaitkan selalu dengan
kepentingan umum; Pengaturan

3e Salim HS, 1993. Bayi Tabung.
Tinjauan Aspek HukuntntJa, Sinar Grafika,
Jakarta, hal 100.
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substansi kontrak tidak semata-mata
dibiarkan kepada para pihak, namun
perlu Ciawasi. Pemerintah sebagai
pengemban kepentingan umum
menjaga keseimbangan kepentingan
individu dan kepentingan masyarakat.
Melalui penerobosan hukum kontrak
oleh pemerintah terjadi pergeseran
hukum kontrak ke bidang hukum
publik. Melalui campur tangan
Pemerintah ini terjadi pemasyarakatan
hukum kontrak.

Dengan kepastian hukum yang
berhubungan dengan akibat kontrak
atau perjanjian, para pihak termasuk
pihak ketiga harus menghormati
substansi kontrak atau perjanjian yang
dibuat oleh para pihak, sebagaimana
layaknya sebut undang-undang ini
lebih dikenal dengan
PnctaSuntSeruanda.

Dengan demikian, kontrak yang
dibuat oleh para pihak disamakan
kekuatan mengikatnya dengan
undang-undang. Oleh karena itu,
untuk merancang kontrak diperlukan
ketelitian dan kecermatan dari para
pihak, baik dari pihak kreditor
maupun debitur, pihak investor
maupun dari pihak negara yang
bersangkutan, perancang kontrak
maupun notaris.

Peter Mahmud menyebutkan
bahwa: Faktor yang harus
diperhatikan oleh para pihak yang
akan mengadakan dan membuat
kontrak adalah:

a. kewenangan hukum para pihak,
b. perpajakan,
c. atas hak yang sah,
cl. masalahkeagrarian,

e. pilihan hukum,
f. penyelesaiansengketa,
g. pengakhiran kontrak, dan

' h. bentuk perjanjian standar.4o

Ad.1. Kewenangan hukum para pih
Kemampuan para pihak, y,

kecakapan dan kemampuan p
pihak untuk mengadakan (

membuat kontrak. Di dalam K
Perdata ditentukan bahwa orang yi
cakap dan wenang untuk melakul
perbuatan hukum adalah orang yi
telah dewasa danf ata.u sudah kav
Ukuran kedewasaan, yaitu berumur
tahun. Adapun orang-orang yi
tidak wenang untuk membuat kont
adalah (1) orang di bawah ur
(minderjariglteid), (2) orang di bav
pengampuan(curatele), dan (3) i
(Pasal 1330 KUH Perdata). Istri l
wenang unfuk' membuat kont
(SEMA Nomor 3 Tahun 7963; Pasa:
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1

tentang Perkawinan). Dalam Pasal
Undang-Undang' Nomor 30 Tal
2004 tentang Jabatan Nota
dinyatakan bahwa umur minimal p
pihak yang membuat akta adalah
tahun atau telah menikah.

Apabila orang di bawah ur
dan di bawah pengampuan memb
dan menandatangani kontrak denl
orang-orang yang sudah dewi
maka kontrak yang telah dibuat r

ditandatanganinya dapat dimintal
pembatalan kepada pengadil

ao Peter Mahmud, 2000. Kon
dan P elaksanaanny tt, Makalah, disampai
pada Seminar Tentang Hukum Kontral
Bali28-29 Juni 2000, hal.17-79
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lenjadi persoalan adalah kapan
.rgka waktu untuk dapat meminta
:-=mbatalan kontrak yang dibuat dan
- :andatanganinya. Dalam pasal 1454
' - FI Perdata ditentukan jangka

.stunya yaitu 5 tahun. Jangka *ukt'- mulai berlaku bagi:
' orang yang belum dewasa, sejak

hari kedewasaarulya, dan
orang di bawah pengampuan,
sejak hari
Ji cabutnyapengampuan.

bekerjasama dengan konsultan pajak.

Ad.3. Atas Hak yang Sah
Sebelum kontrak disetujui oleh

para pihak, maka yang harus
diperhatikan lpara pihak adalah
mengenai objek kontrak, apakah objek
kontrak merupakan milik yang sah

- dari para pihak atau. para plt ut
mempunyai alas hak yang sah atau
tidak. Yang diarfikan dengan alas hak
adalah peristiwa hukum yang
merupakan dasar penyerahan suatu
barang, seperti misalnya tukar_

sah, seperti
a-menyewa/

lain-rain. 
arisan' dan

Dalam hal para pihak ingrn
mengadakan kontrak jual beli, calcn
pembeli harus mengetahui atau
berusaha mencari tahu bahwa penjual
memang mempunyai alas hak yang
sah atas barang yang dijual. Dalam ha-l
barang bergerak baik atas nama,
berlaku ketentuan pasal 192 KUH

Perpajakan
-'ada dasarnya, setiap kontrak

dibuat oleh para pihak
:andung kewajiban para pihak
". membayar pajak kepada ."gu.u,
,n itu pajak penghasilan (ppH),
:erolehan hak atas tanah dan
an (BPHTB), bea materai.

.:ilddtl pajak .terganfung pada
-, kontrak.

alam banyak hal, para pihak
: at perjanjian menginginkan

r.ran dirumuskan sedemikian
-:.buk memperkecil pajak, karena
: sr bisnis merupakan transaksi
:, ak Pada dasarnya, perancang

r : n I'aitu para ahli hukum harus
r:tkan pelayanan yang

- . .l.an kliennya. Akan tetapi
.ial memperkecil pengenaan
...an bidak mungkin rumusan
:: itu menjadi lain dari

para pihak yang
- ,' j:,nva. Hal ini seharusnya
: -. t leh ahli hukum. Oleh
-: ahii hukum penyusunan

j :,arus memahami masalah.: - dan jika mungkin
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yaitu minta ganti rugi atas harga
pembelian barang tersebut. Namun
proses demikian tidak selalu mulus,
lebih-lebih -kalau'mencurinya sudah
tidak mampu lagi mengembalikan
uang pembelian.

Dalam hal barang bergerak atas

nama dan barang tidak bergerak, yang
dianggap paling berhak adalah orang
yang namanya tercantum dalam surat
itu. Namun demikian, dalam hal
barang bergerak atas nama maupun
barang tidak bergerak merupakan
harta bersama dalam perkawinan,
perlu ada suafu perjanjian jaminan.

Ad. 4. Masalah Keagrariaan
Perancang kontrak jugu harus

memperhatikan masalah-masalah
yang berkaitan dengan hukum agraria.
Perlunya pemahaman tentang hukum
agraria ini berkaitan dengan transaksi
yang objeknya tanah. Pada dasarnya
semua orang dapat memiliki hak atas

tanah. Yang membedakannya adalah
jenis hak atas tanah yang boleh
dimilikinya. Pemilikan itu tergantung
pada subjek hak, apakah orang WNI
atau WNA, atau badan hukum. Hak
milik atas tanah hanya dapat dimiliki
oleh WNI dan badan hukum tertentu
yang ditunjuk. Badan hukum tertentu
misalnya organisasi Perserikatan
Muhammadiyah dan perkumpulan
gereja. Warga negara asing (WNA)
hanya dapat memiliki hak pakai atas

tanah untuk perumahan. Badan
hukum asing hanya dapat menguasai
hak atas tanah, seperti hak pakai,
HGB, dan HGU.

Ad.5. Pilihan hukum
Di dalam konLrak yang berlak

secara internasional, maka piliha
hukum jadi sangat penting dalal
pembuatan dan perancangan kontral
Pilihan hukum, yaitu berkaita
dengan hukum apakah yang aka

digunakan jika terjadi sengketa antar

para pihak. Di dalam kontrak yan
telah dibuat oleh para pihak tela

ditentukan hukum yang digunaka
jika terjadi sengketa di antara par

pihak. Misalnya, para pihak memili
hukum Indonesia atau hukum Inggr
di dalam menyelesaikan sengket,

Bagaimanakah kalau para pihak tida
menen-tukan hukum yang digunaka
dalam penyelesaian sengketa yan
timbul di antara para pihak,

Apabila para pihak tida
melakukan pilihan hukum dalar

kohtrak yang dibuatnya, maka hukut
yang berlaku adalah hukum di mar
hakim memutuskan perkara. Ini juE

merupakan pendekatan tradision
unfuk menentukan hukum yar
berlaku Hukum yang berlaku ati
suatu kontrak adalah hukum di mar
benda objek kontrak tersebut berada.

Ad.6. Penyelesaian Sengketa
Perjanjian tidak selalu dup

dilaksanakan sebagaimana mestiny
Oleh karena itulah dalam setia

perjanjian perlu dimasukkan klaus,

mengenai penyelesaian sengke

apabila salah satu pihak tidt
memenuhi
wanprestasi.

perjanjian ate

Pola penyelesaian sengke

adalah suatu bentuk atau kerangl
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: mengakhiri suatu pertikaian
- .errgketa yang terjadi antara para

' ., Pola penyelesaian sengketa
.:' dibagi menjadi dua macam,
'- ,1) melalui pengadilan, dan (2)
'. "tif penyelesaian sengketa.
. =lesaian sengketa melalui litigasi

. j.-L suatu pola penyelesaian
,- ^ :ta yang terjadi antara para
' 1.'ang bersengketa melalui jalur
,.liIan. Putusannya bersifat
.: at Penggunaan sistem litigasi
'r-invai keuntungan dan
-:rgannya dalam penyelesaian
.tngketa. Keunfungannya, yaitu

.1alam mengambil alih
keputusan dari para pihak,
lrtigasi sekurang-kurangnya
lalam batas tertentu menjamin
L.ahwa kekuasaan tidak dapat
nrempengaruhi hasil dan
Japat menjamin ketenteraman
sosial;

:itigasi sangat baik sekali
unbuk menemukan kesalahan-
xesalahan dan masalah-
irasalah dalam posisi pihak
r a\\'an;

-rtigasi memberikan suatu
.:andar bagi prosedur yang
'-dil dan memberikan
:eluang yang luas kepada
:ara pihak untuk di dengar
..eterangannya sebelum
:rengambil keputusan;

-itigasi membawa nilainilai
rr asyarakat unhlk
:-=nyelesaian sengketa pribadi;

alam sistem litigasi, para
-akim menerapkan nilai-nilai

terkandung dalam hukum
untuk menyelesaikan
sengketa,

Dengan demikian, dapat
dikatakan bahwa litigasi tidak hanya
menyelesaikan sengketa, tetapi lebih
dari itu juga menjamin suatu bentuk
ketertiban umum, yang tertuang
dalam undang-undang secara eksplisit
maupun implisit.

Kekurangan litigasi, yaitu :

1. memaksa para pihak pada
poslsr yang ekstrem;
memerlukan pembelaan
(advokasi) atas setiap maksud
yang dapat mempengaruhi
putusan;
benar-benar mengangkat
seluruh persoalan dalam suafu
perkara, apakah persoalan
materi (substantif) atau
prosedur unfuk - persamaan
kepentingan
dan mendorong para pihak
melakukan penyelidikan fakta
yang ekstrem

5

dan sering kali marginal;
menyita waktu dan
meningkatkan biaya
keuangan;
fakta-fakta yang dapat
dibuktikan membentuk
kerangka persoalan, para
pihak tidak selalu mampu
mengungkapkan
kekhawatiran mereka yang
sebenarnya;

6. tidak mengupayakan untuk
memperbaiki atau
memulihkan hubungan para
pihak vang bersengketa;

2.

-1fi

_tn:

a ta:

tld:r

4

--'asyarakat yang
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7. tidak cocok untuk sengketa

yang bersifat Polisenteris'
yaitu sengketa lulg
melibatkan banYak Pihak'
banYak Persoalan dan

beberaPa kemungkinan

alternatif PenYelesaian'

(Pasal 1 aYat (10) Undang-Undang

Nomor 30Tahun 1999 tentang

Arbihase dan Alternatif Pilihan

Penyelesaian Sengketa)'

Acl. 7. Pengakhiran kontrak

- Di daiam Pasal7266 KUH Perdata

ditentukan bahwa: "TiaP-tiaP Pihak

yang akan mengakhiri kontrak harus

dengan Putusan Pengadilan- Yatg
*"riprrlYul Yurisdiksi atas kontrak

tersebut."ai Maksud ketentuan lnl

adalah melindungi Pihak

yang lemah'
Kontrak berakhir aPabila secara

tegas ditentukan di dalam kontrak itu

."Irlai.i, dilaksanakannya obyek dalam

perjanjian atau karena kesepakatan

ieiuabetah pihak kontrak itu diakhiri

sebelum berakhirnya sesuai dengan

tanggal Yang tercantum di dalam

kontiak itu. Akan tetapi ada kalanya

- sebelum kontrak berakhir seperti

tanggal Yang disebutkan di dalam

kontrak, salah satu pihak memutuskan

kontrak itu. Bila telah disepakati

bahwa untuk memutuskan suatu

kontrak secara sePihak harus

memperoleh persetujuan dari pihal<

lain, perbuatan memutuskan kontrak

,".uru sePihak tanPa Persetujuan
pihak lain meruPakan Perbuatan

wanprestasi.
lApabil a para pihak telah

melaksanakan kewajiban maslng-

-uri^g, kontrak dinYatakan - 
telah

selesail Sebaliknya, apabila salah satu

pihak tidak melaksanakan

iewajibannya sebagaimana mestinya'

pihak tersebut telah melakukan

ianprestasi' Wanprestasi - 
terjadi

upubilu pihak yang harus melakukan

piestasi tidak melakukan prestasr

sama sekali, melakukan prestasi tetap

tidak seperti yang dijanlikan'- atat

melakukan prestasi tetapi terlambat

Pihak Yang dirugikan sebaiknYi

mengajukan somasi kePada Pihal

yanimelakukan wanprestasi tersebu

t"fr""f"- melakukan tindakan lebil

lanjut. APabila dalam beberaPa ka

somasi yang diajukan tidak mendape

tanggapan, Pihak Yang dirugika

dapl"t mengajukan gugutll' Gugata

dapat diajukan ke Pengadilan Nege

yang yurisdiksinya meliputi tempi
'ti"ggui tergugat atau aPabi

dip"erjanjikan di dalam kontrak untu

diselesaikan secara arbitrase' gtgati

diajukan ke arbitrase sePerti Yar

dlsetuiui oleh Para Pihak dala

kontrak.
APabila tidak secara teg

dinyatakan di dalam salah sa

klausula bahwa PenYelesai

ar Subekti, Op Cit,hal'221
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skan
akati
;uatu
rAIUS

>ihak

ntrak
r]uan
ratan

telah
srng-
telah

L Sdtu
rakan
ti.yu,
lukan
erjadi
iukan
estasi
tetapi

atau
rat
Liknya

pihak
rsebut
lebih

a kali
rdapat
rgikan
rgatan
rlegeri
empat
pabila
untuk
,rgatan

yang
dalam

tegas

safu
lesaian

dilakukan secara arbitrase, pihak yang
dirugikan dapat mengajukan gugatan
ganti rugi atas dasar wanprestasi
kepada Pengadilan Negeri. Menurut
ketentuan Hukum Acara perdata
Indonesia, alat bukti pertama yang
disediakan oleh undang-undang
adalah Surat. Dalam hal gugatan
wanprestasi diajukan ke pengadilan
Negeri, kontrak tertulis dapat
dikatakan sebagai alat bukti pertama.
-{pabila kontrak itu dibuat dalam
bentuk Akte Notaris, kontrak itu dapat
memperoleh kekuatan sebagai alat
bukti sempurna. Namun tidak semua
kontrak wajib dibuat di dalam bentuk
-\kte Notaris. Kontrak yang tidak
libuat dalam bentuk Akte Notaris,
rnenurut Hukum Indonesia disebut
sebagai Akte di bawah tangan. Akan
:etapi apabila para pihak mengakui di
Jepan hakim bahwa tanda lrangan
','ang tercantum pada Akte di bawah
Engan ifu benar-benar tanda tangan
mereka, akte itu mempunyai kekuatan
oebagai alat bukti sempuma pula.

Persoalan yang timbul di dalam
:elaksanaan kontrak adalah kapan
r.ontrak itu dikatakan sebagai tidak
iilaksanakan. Untuk menghindari
::rjadinya interpretasi ganda,
:.\'ogyanya di dalam kontrak
:rcantumkan bahwa salah satu pihak.
: ranggap tidak melaksanakan kontrak
.pabila sampai batas-batas tertentu
-ergantung kepada obyek perjanjian
- rhak yang harus melaksanakan tidak
=elaksanakan obyek perjanjian
:rsebut.

-1.8. Bentuk perjanjian standar
Menurut MunirFuady kontrak

baku adalah:
Suatu kontrak tertulis yang
dibuat hanya oleh salah satu
pihak dalam kontrak tersebuf
bahkan sering kali kontrak
tersebut sudah tercetak
(boilerplate) dalam bentuk
formulir-formulir tertentu oleh
salah satu pihak, yang dalam
hal ini ketika kontrak tersebut
ditandatangani, umumnya para
pihak hanya mengisikan data-
data informatif tertentu dengan
sedikit atau tanpa perubahan
dalam klausul-klausulnya,
dimana pihak lain dalam
kontrak tersebut tidak
mempunyai kesempatan atau
hanya sedikit kesempatan untuk
menegosiasi atau mengubah
klausul-klausul yang sudah.dibuat oleh salah satu pihak
tersebut, sehingga biasanya
kontrak baku sangat berat
sebelah. Pihak yang kepadanya
disodorkan kontrak baku
tersebut tidak mempunyai
kesempatan untuk bernegosiasi
dan berada hanya pada posisi
"take it or lenoe it". Dengan
demikian, oleh hukum
diragukan apakah benar-benar
ada elemen kata sepakat yang
merupakan syarat sahnya
kontrak dalam kontrak tersebut.
Karena ifu pula, unfuk
membatalkan suatu kcntrak
baku, tidaklah cukup hanya
ditunjukkan bahwa kontrak
tersebut adalah kontrak baku,
sebab kontrak baku an sich
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adalah netral. Untuk dapat
membatalkannya, yang perlu
ditonjolkan adalah elemen
apakah dengan kontrak baku
tersebut telah terjadi
penggerogotan terhadaP
keberadaan posisi tawar
(bargaining position), sehingga
eksistensi unsur kata sepakat di

' antara para pihak sebenarnYa
tidak terpenuhi.a2

Hondius mengemukakan bahwa
syarat-syarat baku adalah "Syarat-
syarat konsep tertulis yang dimuat
dalam beberapa perjanjian yang masih
akan dibuat, yang jumlahnya tidak
tenfu, tanpa membicarakan isinya
lebih dahulu."a3

Perjanjian baku menurut Hondius
adalah bahwa isi perjanjian itu
dibicarakan dengan pihak lainnya,
sedangkan pihak lainnya hanya
diminta menerima atau menolak
rslnya Mariam Badrulzaman
mengemukakan bahwa standard

contract perjanjian yang telah
dibakukan. Ia juga mengemukakan
ciri-ciri perjanjian baku. Ciri-ciri
perjanjian baku, yaitu:

a. isinya ditetapkan secara sepihak
oleh pihak yang posisi

(ekonominya) kuat;
b. masyarakat (debitur) sama

a2l\4unir Fuadi, 2003. Hukunt
Kontrtrk Daltmr Teori dan Praktik, Buku Ke-

enlpat, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal.
76

'l3Hondius, 7978. Syarat-syarttt

Baku Daltm Hukum Kontrak, Ghalia
Indonesia, Jakarta, hal. 130
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sekali tidak ikut bersama-sam

menenfukan
isi perjanjian;

c. terdorong oleh kebutuhannYi
debitur terpaksa menerim
perjanjian itu;

d. bentuknya tertentu (tertulis);
e. dipersiapkan secara massal da

kolekti{.4
Sutan Remy Sjahdeini lue

memberikan pengertian tentan
peryanjian baku. Perjanjian bak
adalah:

"perjanjian yang hamPir seluru
klausulnya dibakukan ole

pemakainya, dan pihak lainnY

pada dasarnYa tida
mempunyai peluang untu
merundingkan atau memin
perubahan. Yang belur

dibakukan hanyalah beberal
hal saja, misalnya Yar
menyangkut jenis. harg
jumlah, warna, tempat, wakl
dan beberapa hal lainnya yar
spesifik dari objek Yar
diperjanjikan. Dengan kata la
yang dibakukan bukan formul
perjanjian tersebut teta
klausul-klausulnya. Oleh karer
itu, suatu perjanjian Yang dibu
dengan akta notaris, bila dibu
oleh notaris dengan klaust
klausul yang hanya mengaml
alih saja klausul-klausul yar

telah dibakukan oleh salah sa

pihak, sedangkan Pihak Yar

aMeriam Darus Badrulzamar
1980. Perjanjinn Bnku (Standn

Perkembangannya di lndonesia, Alun.r

Bandung, hal. 11
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lain tidak mempunyai peluang
untuk merundingkan atau
meminta perubahan atas
klausul-klausul itu, maka per-
janjian yang dibuat dengan akta
notaris itu pun adalah jrgu
perjanjian baku." as

Hakikat dari perjanjian baku
nierupakan perjanjian yang telah
.-listandardisasi isinya oleh pihak
ekonomi kuat, sedangkan pihak
lainnya hanya diminta untuk
rlenerlma atau menolak isinya.
rpabila debitur menerima isinya
:.erjanjian tersebut, maka ia
nenandatangani perjanjian tersebut,
::tapi apabila ia menolak, maka
:-erjanjian itu dianggap tidak ada,
: ir€r1d debitur tidak menandatangani
:. erjanjian tersebut.

F PENUTUP
- Kesimpulan
- Secara substansi dari masing-

masing dasar atau prinsip
tersebut di atas, sesuai dengan
fungsi check nnd balances maka
dengan dasar prinsip kebebasan
berkontrak, dasar atau prinsip
konsensualisme, dasar atau
prirrsip daya mengikat kontrak,
.lasar atau prinsip
!nctaswttseroanda, dasar atau
prrinsip itikad baik mempunyai
.1aya kerja menjangkau kontrak

yang bersangkutan, sebagai suatu
sistem, pada prinsipnya para
pihak bebas membuat kontrak,
menentukan isi dan bentuknya,
serta melangsungkan proses
pertukaran hak dan kewajiban
sesuai kesepakatan masLrg-
masing sebagaimana persetujuan
bersama dan secara proporsional,
serta dalam hubungan antara
dasar atau prinsip-prinsip
kontrak dalam berkedudukannya
mandiri dan berdiri setaraf sejajar
dengan dasar atau prinsip pokok
kontrak yang lain, ini didasari
pada karakl.er serta fungsinya.
Pembuatan kontrak atau
rancangan kontrak diafur dalam
Pasal1338, Buku IIi, KUHperdata
pada ayat (.1) "semua perlanjian
yang dibuat secara berlaku
sebagai undang-undang bagi
mereka yang membuahrya, di sini
siapapun diberi kebebasan
berkontrak dan harus ditaati
olehnya, karena itu sebagai
undang-undang baginya untuk
membuat kontrak diperlukan
ketelitian, dan kecermatan bagi
para pihak yang terkait
berkenaan dengan kewenangan
hukum para pihak untuk
mengadakan dan membuat
kontrak, perpajakan di sini para
pihak dibebani kewajiban oleh
pemerintah untuk membayar
pajak kepada negara yang
tergantung pada obyek pajak, alas
hak ),ang sah yang harus
diperhatikan para pihak
mengenai obvek kontrak sebagai

a5 Sutan Remy Syahdeni, 1993.
:.ttt Berkontrttk drtn PerlintTungan yang
,:1 Bagi Para Piluk Dalam perjttnjian
:.tnk di lntTonesia, IBI, Surabaya, hal.

53 I UKITA Vol XII No. 2 Agustus ZO-14 - Ianuari lLl15



alas hak yang sah, masalah
keagrariaan ini berkenaan dengan
obyek kontraknya tanah,
pemilihan hukum, hukum apa
dan di mana bila terjadi sengketa
para pihak dilaksanakan,
penyelesaian, sengketa dapat
diselesaikan melalui pengadilan
atau di luar pengadilan
(alternatiQ- Pengakhiran kontrak
dapat berakhir secara hukum
sesuai dalam klausul dan melalui
pengadilan bila terjadi sengketa.

2. Saran
Dengan berakhirnya paparan

penulisan skripsi bab demi bab,
penulis dala l<esempatan ini dapat
menyampaikan saran sebagai berikut:

Sangat diharapkan kepada para
pengusaha yang kerapkali membuat
kontrak hendaknya dapat
mempercayakan sepenuhnya kepada
ahli hukum atau konsultan
hukumnya, apa yang hendak
diwujudkan dalam kontrak,
sebaliknya kepada ahli hukum atau
konsultan hukum harus mampu
menjelaskan isi/klausul kontrak
kepada pengusaha atau kliennya, guna
mencegah terjadinya perselisihan
hukum dalam pelaksanaan kontrak.
Kontrak harus disepakati oleh kedua
belah pihak (seimbang), sedapat
mungkin menghindari apa yang
dilarang dalam peraturan perundang-
undangan, norma kesusilaan dan
norma agama. - Diharapkan kedua
belah pihak diupayakan mampu
menjalankan apa yang tertuang dalam
klausul-klausul kontrak sehingga tidak
terjadi perselisihan, toh seandainya

terjadi diharapkan dapat diselesaikz
dengan musyawarah.
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